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MOTTO 

 

حِعَْ حَتىَ اَللِّْ سَبيِ لِْ فىِْ كَانَْ ال عِل مِْ طَلبَِْ فىِْ خَرَجَْ مَنْ  يرَ   

Artinya :Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia adalah seperti 

berperang di jalan Allah hinggang pulang. 

(H.R.Tirmidzi) 

 
Janganlah membanggakan dan meyombongkan diri apa-apa yang kita peroleh, 

turut dan ikutilah ilmu padi makin berisi makin tunduk dan makin bersyukur 

kepada yang menciptakan kita Allah SWT. 

Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri cina, sesungguhnya  menuntut 

 ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim ( Hadits). 

 

“Better to feel how hard education is at this time rather than fell the bitterness of 

stupidity, later” 
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ABSTRAK 

 

 
Outsourcing adalah perjanjian kerja antara perusahaan pemberi kerja 

dengan perusahaan penyedia jasa buruh/tenaga kerja, dimana perusahaan pemberi 

kerja meminta kepada perusahaan penyedia jasa buruh/tenaga kerja untuk 

menyediakan buruh/tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan pemberi kerja 

untuk dipekerjakan di perusahaan pemberi kerja, dengan membayar sejumlah uang 

yang dibayarkan oleh perusahaan pemberi kerja kepada perusahaan penyedia jasa 

buruh/tenaga kerja tersebut dan selanjutnya perusahaan penyedia jasa buruh/tenaga 

kerja yang akan membayar uang tersebut kepada buruh/tenaga kerjanya (namun ada 

juga perusahaan pemberi kerja yang langsung membayarkan gaji atau upah kepada 

buruh/tenaga kerja yang dipekerjakan di perusahaannya). 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap 

tenaga kerja kontrak atas hak uang pesangon yang diputuskan perusahaan penyedia 

jasa pekerja yang baru serta upaya hukum pekerja kontrak yang tidak 

dibayarkannya hak uang pesangon. 

 Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian yuridis 

normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian 

melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma 

hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat ditujukan 

dengan penggunaan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Keputusan 

Menteri Nomor 100 tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 19 

Tahun 2012 tentang outsourcing dan undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Secara empiris penerapan peraturan 

perundang-undangan dalam hal ini kaitannya dengan tenaga kerja kontrak atas hak 

uang pesangon menjadi persoalan utama di dalam dunia outsourcing, hingga saat 

ini belum ada peraturan yang mengatur lebih jauh tentang hak uang pesangon 

pekerja kontrak. Oleh karenannya timbul kecemburuan social antara pekerja 

kontrak dan non kontrak. 

 

 

Kata Kunci: Tenaga kerja Outsourcing, Perlindungan hukum, Uang pesangon 

 

 

 

 

 


